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ABSTRAK
PERSEPS] PENEGAK HUKUM TERHADAFP PIDANA MATI
DALAM HUKLUM PIDANA INDONESIA
{Wilayah Hukum Pengadilan Meperi Padang)
{Tusticia Fitri, 03140031, Fakultas Hukum Unand, 71 Halaman, 2009)

Salah satu fungsi hukum adalah pedoman dan mengatur kehidupan manusia, Untuk i
hukum didukung dengan sanksi pegatif vang harus dipatuhi aleh setiap orang, Menarik
untuk dipahami yaitu tentang pidana mati vang dalam Rancangan KUHP discbut
bersifat khusus. Penerapan pidana mati dalam prakiik sering menimbulkan perdebatan.
Terhadap pro dan komira vang terjadi dalam masyaraket dan praktisi hukum pada
dasarnyna dischabkan oleh perbedaan sudut pandang mereka melihat dan mengzcu serta
landasan filosofis yang dipergunakan. Dalam rangka memperbaiki sistim hukum vang
ada tentunya keadsan ind akan sangat mempengaruhi, seperti halnya Indonesia berusaha
untuk memperkenalkan twjuan pemidanaan vang lebih memasvarakatkan terpidana.
Maka diangkat Persepsi Penepak Hukum Terhadap Pidans Mati Dalam Hukurm Pidana
Indonesia (Wilayah Hukum Pengadilan Negen Padang) sebagai judul skripsi. dengan
penmasalahan bagaimanakah persepsi penegak hukum di Wilavah Hukum Pengadilan
Megeri Padang tentang dianutnya pidana mati dalam hukum pidana Indonesia,
bagaimanakah persepsi penegak bukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang
tentang penerapan sanksi prdana mati di Indonesia dan bagaimanakah persepsi penegak
hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang tentang penpaturan pidana mati
dalam Rancangan KUHP. Metode pendekatan masalah yang dipunakan adalah
pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, penelitian bersifat bersifat deskriptif,
sumber data didapat melalui penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Metode
pengumpulan data dalam penelitian i adalah dengan wawancara dan studi dokuemen,
Kemudian data yang diperoleh diclah denpan melalui proses edittng yang dilanjutkan
dengan analisis kualitatif. Dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
schagian besar penegak hukum di Wilayah pengadilan Meperi Padang berpersepsi
bahwa hukuman mati masih relevan untuk dipertahankan dalam hukom pidans
Indonesia, hal ini menimbang bahwa masih banvek kejahatan-kejahatan berat terjadi
vang berakibat nepatif bagi masyarakatl, Pidana mati yang diterapkan terhadap pidana
vang tergolong berat akan bertujuan baik demi tercapainya tujuan pemidanasn yang
dikehendaki. Sebagian kecil berpendapal bahwa pidana mati hertentangan dengan Hak
Asasi Manusia dan tidak mengurangi kejahatan vang tegadi, Pro dan kontra juga
discbabkan dari kelemahan yuridis, yaitu prakiik dari pelaksanaan hukuman mati vang
dapat dilihat dari beberapa kasus sering terjadi penundaan eksekusi schingga timbuloya
anggapan bahwa terpidana mengalami hukuman ganda sckaligus.



BARI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat yang semakin maju, pada dasarmya menjadikan
manusia memerfukan hukum untuk keteraturan hidup. Atman hukum vang
berlaku sebapai sarana dan kesejahteraan masvarakat vang berintikan keadilan
dan kebenaran harus dapat berperan dalam mengayomi masvarakal serta
mengabdl pada kepentingan nasional,

Agar lerlaksananya Hukum Nasional yang berfungsi mengatur tugas
umum pemenniah dan penyelenggara pembangunan nasional haruslah didukung
oleh aparatur hukum vang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan tast
hukum serta mempunyvei asa keadilan, Selain itu dituntt sesuai dengan
kemanusiaan, profesionalisme, berkembangnya masvarakat vanp sadar dan taat
hukum,' Mengembangkan disiplin nasional pada dasarnya membentuk jati din
sualy  bangsa dan bemegara vang bersangkut-paut  dengan  kewibawaan,
Disamping pelaksanaan penegakan hukum secarz konsisten, konsekwen dan
menyeluruh sangat didambakan masyarakat,

Dalam melaksanakan dan menegakkan hukum itu sendiri dikenal upaya.
upaya untuk penanggulangan lerjadinya tindak pidana serta perilaku-perilaky
menyimpang  dari masvarakat. Salah satn upaya  tersebut vaitu  dengan

menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana.

I Djoke Prakoso, Maralon Pemberion Pidong dalam Teord dan Prakeek Peradilan, Ghalia
Indonesia, Jakana, 1984, him 22,



Sehagaimana yang dinyatakan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana telah mengatur jenis-jenis pidana vang menyatakan bahwa:

Pidana terdin atas:

a. pidana pokok:

pidana mati;

pidana penjara;

pidana kurungan;

pidana denda

- pidana tutupan.

b, pidana tambahan:

- pencabutan hak-hak tertentu;
. perampasan barang-barang terlentu;
3. pengwmuman putusan hakim,
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Berbeda dengan jenis pidana vang terdapat dalam KUHP, dalam Naskah
Rancangan KUHP, menyatakan macam-macam pidana vaito:®

Pasal 63

{1} Pidana pokok terdiri atas:
a. pidana penjara;

b, pidana tutupan;

c. pidana pengawasan;
d. pidana denda; dan
. pidana kerja sasial.

{2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada avat (1) menentukan beras
ringannya pidana.

Pasal 66

Pidana mati merupakan pidana pokok vang bersifat khusus dan selalu

diancamkan secara alternatif,

Pasal 67

(1) Pidana tambahan terdiri atas:

a. pencabutan hak tertentu;

b. perampasan barang tertentu dan‘atau tagihan;

C. pengumuman putusan hakim;

d. pembayaran ganti kerugian; dan

e, pemenuhan kewajiban adat setempatl dan/atau kewajiban menunt
hukum vang hidup dalam masyarakat.

{2} Pidana tambahan dapart dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok
sebagai pidana vang berdini sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-
sama dengan pidana tambahan yang lain,

(3] Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau
kewajiban menurat hukum yang bidup dalam masyarakat atau

* Likat KUHF, Bah 1T, Pidana.
* Likat Rancangan KUHP,
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BARTV

PENUTLP

A. Kesimpulan
Dalam kenvataannva, negara vang menghapuskan pidana mati temyata
memberlakukan kembali pidana mati  tersebut  dengan  berbagai  alasan.

Diantaranva dengan alasan babhwa dengan ditiadakannyva pidana mati di negara-

negara tersebut membuat tindak pidana semakin meningkat dengan angka-angka

vang mencolok  ferutama  kejahatan  pembunuban  atau  kejahatan  dengan
pemberatan, Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah
bukum pidana adalab merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan
erat. Hal ni tampak dalam KUHP Indonesia yang menpancam kejohatan-
kejahatan berat dengan pidana mati.

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

I. Pidana mati diadakan dengan maksud antara lain sebagal sarana untuk
melindungi  kepentingan  wmum  yang  bersifac  kemasyarakatan  vang
dibahavakan oleh kejabatan dan penjahat vang swdab tidak dapat diperbaiki
lagi, Sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang modern yvang
menyusun pidana untuk tojuan melindungl kepentingan masyarakal dan
kepentingan persecrangan vang menjadi korban dari kejahatan dan penjahar,
vang berarti setelah melalul peninjauan berbagai sepi yang terkandung dalam
pencrapan bagaimana suatu putusan sampai kepads putusan pidana mati,
Secara teoritis hukuman mati juga akan memimbulkan efek jera (derrrer

effect) vang tinggl sehingga orang akan mengurangi niainve untuk berbust
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